
 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit 

Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Flores Timur;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores 

Timur; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

S A L I N A N 
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Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4450); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah 

dengan telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah; 

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur



- 3 - 
 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1695); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2023 Nomor 377); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 172); 
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12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES 

TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR 

 

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan 

wewenang: 

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi 

di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 

2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dalam hal 

pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan 

KPPS; 

3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi; 

4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi perimaan Gratifikasi 

5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan 

subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; 

6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan 

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang 

yang mudah rusak atau busuk; 

7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran 

KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan 

tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima 

pelaporan penerimaan Gratifikasi; 

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur



- 5 - 
 

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran 

Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di 

Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 

9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan 

tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang 

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan 

Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan 

KPU, PPK, PPS, dan KPPS; 

10. Menjamin kerahasian laporan Gratifikasi yang disampaikan 

oleh setiap Jajaran KPU, PPK,PPS dan KPPS dan/atau Pihak 

Ketiga; 

11. Melakukan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan 

terkait Gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal; 

12. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, 

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

   

Ditetapkan di Larantuka 

pada tanggal 19  Januari 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN FLORES TIMUR 

 
 

 
ttd. 

 

 
 

                                                                     ANTONIUS DJENTERA BETAN 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN FLORES TIMUR 
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 
 

 
 

 
Mikhael Lamabelawa 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR  5   TAHUN 2026 

TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN 
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES 
TIMUR 

 
 

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

 
1 

Antonius Djentera Betan 

 

Ketua  Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Flores 

Timur 

Pengarah 

 
2 Dahlya Reda Ola 

Anggota Komisi 
Pemilihan Umum 

Kabupaten Flores Timur 

Pengarah 

 

3 Arifin Atanggae 

Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Kabupaten Flores Timur 

Pengarah 

 
 

 

4 Herman Jopi Latol 

Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Kabupaten Flores Timur 

Pengarah 

 

 
5 Stefanus Ile Ratu 

Anggota Komisi 
Pemilihan Umum 

Kabupaten Flores Timur 

Pengarah 
 

 
6 Jermia Elia David Luase 

Sekretaris  Komisi 
Pemilihan Umum 

Kabupaten Flores Timur 

Ketua 

 
 
7 

Mikhael Lamabelawa 

Kepala Subbagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat 

Anggota 

 
8 Rossa Asry 

Kepala Subbagian 
Hukum dan Sumber 

Daya Manusia 

Anggota 

 
9 Theresia Ose Bolen 

Kepala Subbagian 
Keuangan, Umum dan 

Logistik 

Anggota 

 

10 Bonevasius Sabon Ama 

Kepala Subbagian 

Perencanaan, Data dan 
Informasi 

Anggota 

11 Mimi Normianti 
Unbanunaek 

Analis Hukum Ahli 

Pertama 

Anggota 

 
12 Bernadete Bare Herin 

 Pranata Komputer Mahir Anggota 
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NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

13 
Stefanus Serang Langoarang 

Pranata Keuangan APBN 
Terampil 

Anggota 

14 
Yosef Regi Koten 

Staf Pelaksana Anggota 

15 Adi Mohammad Saleh Jawas Staf Pelaksana Anggota 

16 Markus Suban Fernandez Staf Pelaksana Anggota 

17 Nidya Marlina Simbolon Staf Pelaksana Anggota 

18 Fandi Reza Ridwanmas Staf Pelaksana Anggota 

19 ST. Rahmawati Staf Pelaksana Anggota 

20 Fahmi Husaini Abdullah 

Yusuf 

Staf Pelaksana Anggota 

21 Darius Parasian Harahap Staf Pelaksana Anggota 

22 Carola Beata Kalboya Putri 

Agna 

Staf Pelaksana Anggota 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN FLORES TIMUR, 

 

 

ttd. 

 

                                                                  ANTONIUS DJENTERA BETAN 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN FLORES TIMUR 

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 

 

 
 

 

 
 

Mikhael Lamabelawa 
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